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PENGARUH PERSEPSI ATAS PP NO.46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU PADA KPP PRATAMA PADANG DUA

The Effect Of Perception Of Government Regulation No.46 of 2013 On Compliance With Taxpayers Volunteer Who Have Certain Gross Circulation 
In KPP Pratama Padang Dua

Rizky Sundari Permata Sari, Dica Lady Silvera
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana persepsi pajak atas PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada KPP Pratama Padang Dua. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi wajib pajak orang pribadi dan terdaftar pada KPP Pratama Padang Dua. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 90 responden. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yaitu data kuesioner dan data yang diperoleh dari KPP Pratama Padang Dua. Kepatuhan sukarela wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: terdapat pengaruh yang positif persepsi atas PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak pada KPP Pratama Padang Dua.
Kata Kunci : Pajak, PP No.46 Tahun 2013, Persepsi, Kepatuhan.

Abstract
The purpose of this research is to find out how the tax perception of PP No.46 of 2013 on voluntary compliance of taxpayers who have a certain gross circulation at KPP Pratama Padang Dua. The population in this study are people who become individual taxpayers and are registered at KPP Pratama Padang Dua. The sampling technique was purposive sampling with a sample size of 90 respondents. This study uses primary data and secondary data, namely questionnaire data and data obtained from KPP Pratama Padang Dua. Taxpayer's voluntary compliance is a major factor affecting the realization of tax revenue. The results of this study indicate that: there is a positive influence on perceptions of PP No.46 of 2013 on voluntary compliance of taxpayers at KPP Pratama Padang Dua.
Keywords: Tax, Government Regulation No.46 of 2013, Perception, Compliance.



PENDAHULUAN
	
Latar Belakang
Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan  gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama. Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang penting ditingkatkan peranannya terutama pajak langsung, pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Salah satunya yaitu pajak penghasilan. Secara bertahap sesuai dengan kemampuan masyarakat dan dirasakan adil agar mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban dan mampu menunjang kegiatan ekonomi. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo 2011: 2). Adapun penjelasan pengertian tentang pajak adalah sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.   ( UU No.28 Tahun 2007).
	Dari tahun ke tahun besarnya pendapatan negara dari sektor perpajakan ditargetkan terus meningkat sehingga diperlukan pula usaha yang lebih untuk mencapainya. Hal itu dibuktikan dengan data dari Kementerian Keuangan bahwa kontribusi pajak terhadap negara di tahun 2013 – 2016 dari realisasi APBN meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2013 penerimaan pajak mencapai Rp.1.077,3 triliun dengan persentase 74,86 % dari keseluruhan penerimaan Negara dari sektor pajak. Di tahun 2014 penerimaan pajak mencapai Rp.1.146,9 triliun dengan persentase 73,96 % dari keseluruhan penerimaan Negara dari sektor pajak dan di tahun 2015 penerimaan pajak mencapai Rp.1.240,4 triliun dengan persentase 82,25% dari keseluruhan penerimaan Negara dari sektor pajak. Sedangkan untuk tahun 2016 penerimaan pajak mencapai Rp.1.539.2 triliun dengan persentase 86,32 % dari keseluruhan penerimaan Negara dari sektor pajak (BPK, 2013 - 2016). Peningkatan pendapatan tersebut diimbangi dengan pengupayaan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang mendukung kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban dalam perpajakan. Beberapa peraturan baru semakin banyak dikeluarkan dengan harapan masyarakat semakin aktif berpartisipasi terutama dalam penghimpunan Pajak Penghasilan (PPh).
	Antisipasi pemerintah untuk terus memaksimalkan pengupayaan pendapatan dari sektor perpajakan dikembangkan melalui penerbitan peraturan perhitungan pajak terutang dengan sederhana melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Final 1% untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu atau lebih umum disebut PP No. 46 tahun 2013. Peraturan ini berlaku bagi wajib pajak pribadi dan badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto (omset) kurang dari atau sama dengan Rp 4,8 miliar pertahun.
	PP No. 46 tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah terkait perpajakan yang tergolong baru. Isi dari PP No. 46 tahun 2013 ini memutuskan bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final ini adalah 1% (satu persen). Penerbitan peraturan baru ini kenyataannya menimbulkan pro dan kontra masyarakat khususnya para pelaku bisnis sebagai wajib pajak yang mungkin berimbas pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Meskipun lebih mudah dan sederhana dalam perhitungan, namun secara rasional besarnya pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak semakin tinggi dan tidak adil (1% dari pendapatan kotor). Imbasnya kebanyakan wajib pajak tidak transparan dalam melakukan pelaporan dan bahkan melakukan penghindaran pajak.
	Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai PP No. 46 tahun 2013 ini. Penelitian Gandhys (2013) menunjukkan bahwa mayoritas para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) tidak setuju dengan penerapan PP No. 46 tahun 2013. Selaras dengan penelitian Gandhys Resyniar, hasil penelitian Titik dan Ahmad (2013) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 ini mendorong ketidakpatuhan wajib pajak. Adanya persepsi negatif wajib pajak terkait penerapan PP No. 46 tahun 2013 dan     imbasnya terhadap usaha mereka mendorong wajib pajak cenderung enggan memenuhi kewajiban pajaknya.
	Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dan perlunya penilaian terhadap peraturan perpajakan baru ini karena menyangkut perekonomian pengusaha kecil serta pro kontra yang terjadi di dalamnya khususnya wajib pajak orang pribadi yang jumlahnya sangat mendominasi maka peneliti tertarik meneliti mengenai “Pengaruh persepsi atas PP No. 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada KPP Pratama Padang Dua”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi perumusan masalah sebagai berikut:
Apakah persepsi atas PP No.46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada KPP Pratama Padang Dua ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:
    Untuk mengetahui apakah persepsi atas PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada KPP Pratama Padang Dua.

LANDASAN TEORI

Persepsi atas PP No.46 Tahun 2013
Beberapa Persepsi atas PP No.46 Tahun 2013 terdiri sebagai berikut:
1.  Kesederhanaan Pajak
	Terlepas dari berbagai pro dan kontra salah satu semangat yang mendorong diterbitkan PP No. 46 tahun 2013 adalah memberikan solusi perpajakan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
      Beberapa kesederhanaan PPh Final dalam PP No. 46 tahun 2013 yaitu :
a. Menghitung pajak bulanan sangat gampang.
b. Tidak perlu lapor SPT Masa PPh  Pasal 4 ayat 2 jika telah melakukan setoran   Final.
c. Tidak wajib lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 jika tidak ada omset  pada bulan tersebut.
2. Kemudahan Pajak
Administrasi perpajakan perlu dilakukan penyederhanaan sehingga  memberikan kemudahan dan akan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penyederhanaan administrasi perpajakan tersebut diterapkan dengan menetapkan PP No. 46 tahun 2013. Hal itu ditunjukkan dengan pertimbangan yang diambil bahwa perlu memberikan perlakuan ketentuan mengenai administrasi perpajakan yaitu dalam hal penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan terutang. Wajib pajak tidak perlu lagi menyampaikan SPT Masa tetapi dengan syarat tetap melakukan perhitungan dan penyetoran yang benar.
3. Keadilan Pajak
	Persepsi juga mencakup konteks kehidupan sosial yang merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri seseorang yang bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi baik mengenai sifatnya, kualitasnya ataupun keadaan lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi sehingga dibentuk gambaran mengenai orang lain sebagai objek persepsi tersebut. Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak. Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil. Keadilan menjadi komponen yang penting dalam sistem perpajakan karena dapat menimbulkan rasa percaya dari wajib pajak dan tidak menjadi beban yang berat. Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan pendapatan. Suatu negara tidak boleh mengadakan diskriminasi diantara semua wajib pajak. Dengan kata lain, pajak harus adil dan merata. 		
	Tidak hanya mensyaratkan adanya pemerataan dan persamaan perlakukan, keadilan dalam pemungutan pajak dalam paham yang modern juga berarti bahwa petugas pajak tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap pembayar pajak yang telah menyetorkan sebagian penghasilannya kepada Pemerintah. Pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang, undang-undang adalah manifestasi hukum jadi harus adil, pasti, dan manfaat. PP No. 46 tahun 2013 merupakan aturan pelaksana Undang-Undang Pajak Penghasilan, hanya saja dalam konsideransnya hanya untuk memberikan kemudahan dan tidak menyebutkan untuk menciptakan keadilan sebagai tujuan setiap hukum. Pengenaan Pajak Penghasilan dengan tarif 1% dan bersifat final dapat menimbulkan ketidak adilan, tetapi karena ini sudah menjadi ketentuan maka kita harus menganggap itulah keadilan, dalam arti keadilan legalis atau keadilan yang ditetapkan dalam peraturan.

Pemerintah No.46 Tahun 2013
Pajak Penghasilan yang diatur dalam PP No. 46 tahun 2013 ialah Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang mana pajak ini merupakan pajak yang diberlakukan untuk penghasilan tertentu yang ditetapkan PP No. 46 tahun 2013. Dalam keseharian lebih dikenal dengan sebutan singkat PPh Final karena memang hampir seluruhnya bersifat final. Pengertian Final dalam konteks PPh Final ini adalah bahwa wajib pajak  yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut tidak perlu lagi menghitung pajak yang masih harus dibayar pada akhir tahun karena sudah dipotong setiap bulan pada saat penghasilan tersebut di peroleh.

Subjek PP No.46 Tahun 2013
Subjek PP No.46 Tahun 2013 sebagai berikut :
1. Wajib pajak Orang Pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk BUT
2. Menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,-
Subjek yang dikecualikan dari pengenaan PP No.46 Tahun 2013 :
1. Tenaga Ahli seperti : Pengacara, akuntan, arsitek, dokter
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru fil, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari
3. Olahragawan
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
6. Agen iklan
7. Pengawas atau pengelola proyek
8. Perantara
9. Petugas penjaja barang dagangan
10. Agen asuransi
Tujuan diberlakukannya Peraturan   Pemerintah Nomor.46 tahun 2013
PPh Pasal 4 Ayat 2 yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini berlaku untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 Milyar Rupiah dengan tarif 1 % dari peredaran bruto tiap bulannya, bertujuan untuk :
1. Untuk melakukan penyederhanaan peraturan perpajakan
Dengan ketentuan ini diharapkan atas peredaran bruto tertentu (kurang dari 4,8   Milyar) lebih mudah dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Mengajak masyarakat untuk tertib  administrasi dan taat pajak
Dengan penyederhanaan peraturan dan tarif tersebut diharapkan dapat mengajarkan masyarakat untuk tertib dan taat pajak.
3. Meningkatkan kontribusi pajak dari masyarakat
Saat ini kontribusi pajak dari masyarakat sangat rendah, sehingga   pemerintah berharap dengan PP No. 46 tahun 2013 ini maka kontribusi masyarakat terhadap pajak meluas dan meningkat.

Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak
Kepatuhan adalah moivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu kelompok dan organisasi. Motivasi yang dimiliki seseorang sangat terpengaruh oleh faktor lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Kepatuhan merupakan perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu yang sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku (Suranto, 2001). Dari definisi tersebut bisa diartikan bahwa kepatuhan wajb pajak adalah perbuatan atau perilaku wajib pajak dalam pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak mutlak diberlakukan guna mencapai suatu efektivitas tingkat penerimaan pajak yang baik terutama bagi Negara Republik Indonesia. Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai intensitas wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan SPT serta menyetorkan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Widodo dalam Ahsan, 2013). Sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak, baik yang dilakukan sendiri atau dibantu oleh ahli, seperti praktisi perpajakan nasional atau tax agent, maka kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan dalam Self Assesment System agar tujuan penerimaan pajak yang optimal dapat terealisasi. Dengan adanya kepatuhan maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan wajib pajak telah menunjukan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dalam nominal besar melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi kriteria tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 
     Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan, meliputi: 
1. Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir; 
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir  untuk Masa Pajak Januari sampai Desember tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan  
3. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan. 
4. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Pengertian Pajak
	Berdasarkan pengertian yang dikemukakan para ahli, dapat kita kenali ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut :
1. Pajak dipungut dengan kekuatan berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
2. Pajak dipungut oleh Negara sebagai sumber keuangan Negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
3. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, apabila penerimaannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
4. Pajak yang dipungut tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung.
5. Pajak yang dipungut dapat dipaksakan.

Fungsi Pajak
Fungsi pajak berkaitan erat dengan manfaat yang diperoleh dari pemungutan pajak, terdapat dua fungsi pajak yaitu :
1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Fungsi Penerimaan (Budgetair) juga disebut sebagai fungsi utama pajak, yaitu suatu fungsi dimana pajak yang digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang pertama kali muncul secara historis. 
2. Fungsi Regulasi (Regularend)
	Fungsi Regulasi (Regularend) atau fungsi mengatur, juga disebut sebagai fungsi tambahan. Fungsi regulasi adalah suatu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemrintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi ini disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama  pajak. 

Penerimaan Pajak 
Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri Pemerintah, dan hibah.
Contoh penerimaan Perpajakan:
a. Pajak dalam negeri
b. Pajak Penghasilan (PPh)
c. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak atas Barang Mewah (PPnBM)
d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
e. Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
f. Cukai
g. Pajak Lainnya.
Dalam menerapkan kebijakan anggaran baik anggaran defisit maupun anggaran surplus, tidak terlepas dari peran pajak sebagai sumber pendapatan utama. Dalam penerapan anggaran surplus, pemerintah dapat meningkatkan pajak, khususnya pajak penghasilan atau pajak tidak dinaikkan tetapi pengeluaran pemerintah dikurangi. Begitu juga dalam penerapan anggaran defisit, pemerintah dapat menurunkan tingkat pajak sehingga konsumsi masyarakat dapat meningkat dan usaha juga meningkat. Peranan penerimaan perpajakan sebagai salah satu sumber penting dalam pembiayaan negara akan terus ditingkatkan dengan melakukan berbagai evaluasi dan kebijakan penyempurnaan.
Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efesien sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Dengan demikian, diharapkan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti kemudahan, kesederhanaan dan keadilan dapat tercapai sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro.
Penerimaan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua yang bersumber dari pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan penghasilan yang 

Sanksi Pajak
Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.  
Ada dua macam sanksi perpajakan :
1. Sanksi Administrasi
Ada beberapa macam jenis sanksi administrasi :
a. Sanksi administrasi berupa denda
b. Sanksi administrasi berupa bunga
c. Sanksi administrasi berupa kenaikan
2. Sanksi Pidana
Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Tindak pelanggaran disebut tindakan yang disengaja atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Ada beberapa macam sanksi pidana :
a. Pidana kurungan
Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran.
b. Pidana penjara
Pidana penjara tidak ditujukan kepada pihak ketiga.
Kegiatan penyuluhan wajib pajak memiliki andil besar dalam mencapai keberhasilan sosialisasi pajak kepada seluruh wajib pajak. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 114/PJ/2005 tentang pembentukan tim sosialisasi perpajakan, berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak baik badan maupun pribadi dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan Negara sehingga pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi pembiayaan Negara dapat diketahui oleh wajib pajak.

Sistem Pemungutan Pajak
Self Assesment system (Sistem Menghitung Pajak Sendiri)
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam implementasi sistem ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada tanggung jawab masyarakat wajib pajak, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk :
a. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
b. Memotong/memungut sendiri pajak yang harus dipotong
c. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.
d. Melaporkan sendiri pajak yang terutang.
Tata cara ini akan berhasil dengan baik, bila masyarakat sendiri memiliki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.
Adapun ciri-ciri dari self assessment system adalah :
a. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang diberikan pada pihak wajib pajak. Fiskus hanya mengawasi dan tidak boleh ikut campur.
b. Wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c. Surat ketetapan pajak hanya dikeluarkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak oleh fiskus.
1. Official Assessment System (Pemungutan Pajak dengan Sistem Ketetapan) 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan baik, kalau aparatur perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.
Ciri-ciri official assessment adalah :
a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada fiskus.
b. Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak yang terutang.
c. Utang pajak timbul setelah diterbitkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Withholding Tax System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (withholder) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan prosentasi tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan.
Ciri-ciri Withholding Tax System :
a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dari pemotongan/pemungutan pajak ada pada pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (Withholder).
b. Wajib pajak pemungut/pemotong (Withholder) bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang dipotong/dipungutnya.
c. Utang pajak timbul setelah ada pemotongan/pemungutan pajak dan diterbitkan bukti pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (Withholder).
                
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
	Ada beberapa fungsi NPWP yang dikutip dari buku Herr Purwono yang berjudul “Dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak” (2010, hal:25) yaitu sebagai berikut :
a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak
b. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan
c. Keperluan terkait dokumen perpajakan, termasuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan
d. Memenuhi kewajiban perpajakan
e. Mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diwajibkan, seperti pengajuan kredit usaha di bank.
Dengan memiliki NPWP, wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti: memnuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank, dan memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti tender-tender yang dilakukan oleh Pemerintah.

Surat Pemberitahuan (SPT)
Ada beberapa fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikutip dari buku Herry Purwono yang berjudul “Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak”. (2010, hal:33) yaitu sebagai berikut:
a. Bagi wajib pajak jenis pajak penghasilan, adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2) Penghasilan yang merupakan bukan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
3) Harta dan kewajiban;
4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uundangan perpajakan.
b. Bagi pengusaha kena pajak, adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang dilaksanakan ssendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
c. Bagi pemotong atau pemungutan pajak, adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut serta disetorkannya.
     Beberapa Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai berikut :
1. Surat Pemberitahuan Masa, yang terdiri dari :
a. SPT Masa PPh Pasal 21/26
b. SPT Masa PPh Pasal 22
c. SPT Masa PPh Pasal 23/26
d. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Final
e. SPT Masa PPH Pasal 15
f. SPT Masa PPN dan PPnBM
2. Surat Pemberitahuan Tahunan, yang terdiri dari :
a. SPT Tahunan PPh Badan
b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Batas waktu penyampaian SPT
Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah :
a. Untuk SPT masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
b. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3(tiga) bulan setelah akhir tahun pajak
c. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak
d. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
Wajib pajak dengan kriteria tertentu, antara lain wajib pajak usaha kecil dapat:
1. Menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa masa pajak sekaligus dengan syarat pembayaran seluruh pajak yang wajib dilunasi menurut SPT masa tersebut dilakukan sekaligus paling lama dalam masa pajak yang berakhir
2.  Menyampaikan SPT Masa selain disebut pada butir d.1 untuk beberapa masa pajak sekaligus dengan syarat pembayaran  untuk masing-masing masa pajak dilakukan sesuai batas waktu untuk masa pajak yang bersangkutan.

Dampak dari Penerapan PP No.46 Tahun 2013
Setiap kebijakan yang diterapkan pasti menimbulkan sebuah dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Pada dasarnya dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. Sedangkan dampak negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan lagi.
Fakta bahwa sebagian besar UMKM belum membayar pajak tentu bisa membawa efek negatif bagi wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai tetap. Sebab, faktanya selama ini wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari 4.500.000 per bulan sudah berkontribusi membayar pajak. Wajib pajak orang pribadi yang sudah membayar pajak tersebut bisa saja merasa diperlakukan tidak adil ketika masih ada UMKM yang memiliki penghasilan lebih dari mereka tetapi tidak membayar pajak. Dilihat dari sisi yang berbeda, para pelaku UMKM yang akan terkena PP No.46 Tahun 2013 ini merasa bahwa aturan ini akan menambah beban mereka di tengah kondisi perekonomian yang semakin sulit.  

Kerangka Konseptual
Secara sederhana kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Persepsi atas PP No.46 Tahun 2013 (X)
Kepatuhan Sukarela  Wajib Pajak (Y)

	



Hipotesis
	H = Diduga terdapat pengaruh persepsi atas PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak yang memiliki peredaran    bruto tertentu pada KPP Pratama Padang Dua.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data
Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sebagai berikut :
a. Metode Survei
Metode survei adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung berhubungan dengan objek penelitian (Danang Sunyoto, 2013,hal:23). 
b. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atas dokumen-dokumen yang terkait dalam hal pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan. Penyebaran kuesioner nantinya akan dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada wajib pajak badan yang menjadi sampel. Wajib pajak yang terpilih menjadi responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan peneliti (kuesioner) secara langsung pada hari yang bersangkutan dengan tujuan jika ada pertanyaan yang kurang dipahami responden, maka peneliti dapat menjelaskan maksud pertanyaan tersebut. 
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Angket (kuesioner)
Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada wajib pajak pribadi yang dijadikan responden dalam penelitian, dan kemudian jawaban yang diperoleh dijadikan sumber data data untuk penelitian.
2. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruangan kepustakaan seperti bahan bacaan dan literatur dalam bentuk buku dan majalah yang berhubungan dengan judul penelitian dan dijadikan sebagai landasan pembahasan teori (Suigono, 2011, hal:43).

Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini bersumber dari kueisioner yang dibagikan kepada responden.
b. Sumber Data
Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh peneliti berupa dokumen, arsip, serta dokumentasi.	
Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :
1. Data Primer 
Dalam penelitianini pengumpulan informasi data primer dilakukan dengan kuesioner dan wawancara. Kuesioner berisi pernyataan tertutup. Sementara untuk wawancara dilakukan secara langsung. Informan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua.
2. Data Sekunder 
Dalam penelitian ini data sekunder berasal dari dokumentasi digali melalui berbagai tulisan, baik tulisan berupa hasil penelitian sebelumnya yang membahas persoalan yang sama, dokumen dan arsip-arsip perpajakan wajib pajak, buku-buku dan artikel.

Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen yang sejenis yang dapat   dibedakan satu sama lainnya, disebabkan adanya nilai karakteristik yang berlainan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua tahun 2017 sebanyak 927 orang.


2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (sugiyono,2011:120). Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili karena yang dipelajari dari sampel kesimpulannya akan mewakili populasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode simple random sampling dalam penarikan sampel, yaitu teknik penentuan sampel dengan penarikan sampel acak dan sederhana. Banyak sampel yang akan dihitung dengan rumus Slovin yaitu :
N = 
Dimana: n = Jumlah Sampel
	  N = Jumlah Populasi
	  e  = error	
Berdasarkan rumus tersebut dan error 10%, maka :
n = 
diperoleh jumlah sampel untuk penelitian ini sebanyak 90 responden.

Definisi Operasional Variabel
1. Variabel Dependen (Y)
Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Penelitian akan mampu mengamati atau mendeteksi dan menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahannya yang terjadi kemudian. Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini ialah Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak yang diukur dengan menggunakan skala likert 1-5 dan Penerimaan Pajak yang diukur dengan menggunakan uji beda. 
2. Variabel Independen (X)
Variabel bebas (independent variable) merupakan variabel yang mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai pengaruh positif atau negatif bagi variabel terikat nantinya. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independennya adalah Persepsi pajak. Pengukuran dalam variabel ini dilakukan dengan kuisioner dan dihitung dengan skala guttman 0-1. . 

Uji Validitas
Uji validitas dimaksudkan untuk menilai sejauh mana suatu alat ukur dapat dipakai sebagai alat untuk mengukur item – item pernyataan kuesioner dalam penelitian. Menurut Ghozali (2007) suatu item dikatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner atau data yang dikumpulkan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.
Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk tingkat signifikansi 10 % dari degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung > r tabel  maka pernyataan atau indikator  tersebut dinyatakan valid, begitu juga sebaliknya bila r hitung < r tabel maka pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid. 

Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi antara hasil pengamatan dengan instrument atau alat ukur yang digunakan pada waktu yang berbeda. Suatu instrument dikatakan reliable  jika jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan konsisten dari waktu ke waktu (Imam Ghozali, 2011:47). Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas penelitian adalah dengan menggunakan koefisien cronbach alpha, yaitu instrument dikatakan reliable jika memiliki nilai cronbach alpha > 0,6. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,70 bisa diterima dan lebih dari 0,80 adalah baik. 

Metode Analisis
Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Analisis Deskriptif
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan dan gambaran umum demografi responden penelitian dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian. Analisis ini tidak menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. 
2. Analisis Induktif
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kolmogrov smirnov. Kriteria yang digunakan yaitu :
a. Nilai signifikan atau probabilitas < 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal
b. Nilai signifikan atau probabilitas > 0,05 maka distribusi data adalah normal.
b. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan variansi dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Untuk mendeteksi heterokedastisitas dapat digunakan uji gletser. Apabila sig>0,05 maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Model yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Persamaan untuk uji heterokedastisitas adalah sebagai berikut :                                                 

Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana digunakan untuk melakukan pengujian hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut :
Rumus : Y = a + bX
Dimana :
Y = Kepatuhan sukarela wajib pajak         X = Persepsi atas PP No.46 Tahun 2013  
 a  =  nilai Y jika X = 0 (konstanta)
 b  = koefisian linear (kemiringan)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh persepsi atas PP No.46 Tahunn 2013 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dilakukan dengan pengujian statistik. Dari tabel 4.15 dapat dilihat bahwa persepsi atas PP No.46 Tahun 2013 memiliki nilai thitung  > ttabel  yaitu 2,049 > 1,662. Hal ini menunjukkan bahwa Persepsi atas PP No.46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada KPP Pratama Padang Dua dan Hipotesis diterima. 

Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dari Persepsi atas PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada KPP Pratama Padang Dua. Dengan adanya persepsi menyebabkan wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda-beda terhadap PP No.46 Tahun 2013. Dengan pengetahuan pajak tersebut menyebabkan Wajib Pajak memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini. Pada prinsip keadilan, Wajib Pajak beranggapan bahwa tarif 1% dari omzet berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 tidak adil dikarenakan peraturan ini tidak peduli apakah Wajib Pajak mengalami kerugian dalam usahanya dan dianggap pajak yang dibayar terlalu besar jika dibandingkan dengan margin laba yang mereka dapatkan, tidak memasukkan komponen beban dalam perhitungan pajak yang harus dibayar sehingga memberatkan Wajib Pajak, serta menyamaratakan semua Wajib Pajak tanpa melihat jenis usaha yang dilakukan. Selain itu karena bersifat final kerugian pun tidak dapat dikompensasikan. Selain itu hak dari Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mendapatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai pengurang penghasilan yang dikenai pajak tidak dapat digunakan lagi. Dengan demikian, tidak ada lagi pertimbangan jumlah keluarga yang harus dihidupi. Pengusaha dengan omset yang sama harus membayar pajak yang sama, walaupun status dan tanggungan mereka berbeda.
	Pada prinsip kesederhanaan, Wajib Pajak beranggapan bahwa penerapan PP No. 46 tahun 2013 lebih sederhana dan lebih mudah dibandingkan dengan peraturan yang lama. Pada peraturan sebelumnya Wajib Pajak yang memiliki omset dibawah Rp 4,8 milyar dituntut agar dapat melakukan pembukuan untuk menentukan laba rugi yang menjadi dasar pengenaan pajak terutang, maka dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Wajib Pajak diberikan kemudahan untuk mengurangi beban administrasi dalam perhitungan pajak terutangnya karena hanya menghitung 1% dari peredaran bruto. Wajib Pajak pun juga sudah mulai mengerti pengisian SPT nya yang lebih mudah dibandingkan sebelumnya. 

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan	
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :
	Secara umum persepsi wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di wilayah KPP Pratama Padang Dua. Hal ini karena dengan adanya setiap pernyataan yang  diberikan kepada responden mengenai bagaimana persepsi itu sendiri menggambarkan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak masuk kategori baik. wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu juga merasakan dampak positif dan dampak negatif yang dirasakan. Dampak positifnya yaitu memudahkan wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan perpajakannya, dapat mendorong untuk mendapatkan kemudahan akses ke sektor keuangan, serta mengurangi biaya administrasi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu penerapan PP No.46 Tahun 2013 dianggap memberatkan wajib pajak karena tidak mempertimbangkan keadaan laba atau rugi usaha.

Saran
	Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi direktorat jenderal pajak agar lebih gencar mensosialisasikan mengenai PP No.46 Tahun 2013, tidak hanya secara teknis perhitungan namun juga menjelaskan secara umum sistem perpajakan beserta kebijakan-kebijakannya, seperti penjelasan mengenai maksud dan tujuan dibuatnya peraturan ini, sehingga wajib pajak lebih memahami maksud dan tujuan penetapan PP No.46 Tahun 2013 karena dengan adanya penjelasan-penjelasan lengkap akan membuat beberapa masyarakat yang keberatan dengan peraturan ini lebih memahami kemudahan-kemudahan yang diberikan.
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